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Abstrak 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan 

tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan upaya pendewasaan bagi 

para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah 

kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, yakni kemampuan 

dalam member nafkah secara lahir batin kepada isteri dan anak-

anaknya, maupun dalam mengendalikan emosional yang ada pada diri 

masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pasangan suami dan isteri 

tentu akan menemui masalah dalam keluarganya, maka dari itu perlu 

adanya persiapan mental dari seorang suami untuk menyelesaikan 

masalah. jika tidak mampu, bukan tidak mungkin akan terjadi tindak 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. 

Alasan adanya penentuan usia minimal perkawinan yang tidak 

sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) berkaitan 

dengan upaya perangkat padukuhan macanmati dalam mewujudkan 

kemashlahatan untuk masyarakatnya. Selain itu tujuan adanya 

penentuan usia minimal perkawinan di macanmati adalah untuk 

memelihara kepentingan asasi manusia (maqasid syari’ah) yaitu 

pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Penulis tertarik 

meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh 

perangkat desa dalam praktik penentuan usia minimal perkawinan di 

padukuhan Macanmati. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penulis 

memperoleh data melalui wawancara kepada 5 narasumber dari Dusun 

Macanmati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
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yuridis normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas 

asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan 

yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari nash Al-Qur’an, al 

Hadits, kaidah-kaidah ushul fiqh serta dalil-dalil yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dan 

pertimbangan perangkat dukuh dalam menentukan usia minimal 

perkawinan secara normative sudah benar, karena tujuannya adalah 

untuk kemaslahatan masyarakatnya dengan upaya yang dilakukan 

menyangkut pencegahan pernikahan dini meliputi pembekalan 

kewirausahaan, penyuluhan kepada orang tua dan seluruh remaja di 

Dusun Macanmati yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan setempat. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah membuat 

jadwal kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun 

Macanmati. Namun secara yuridis, penetapan usia minimal perkawinan 

yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tidak bisa 

dibenarkan karena hal tersebut sama dengan mencegah hak seseorang 

untuk melakukan pernikahan. 
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Motto 

“HIDUP TIDAK MENGHADIAHKAN APAPUN KEPADA 

MEREKA YANG TIDAK BEKERJA KERAS” 

 

 

همُْ للِناسِ  "خيَْرُ الناسِ أنَفْعَُ ” 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia”  

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan 

oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

h â‟    h    de g ح    t iti  di b   h    

 hâ‟ Kh ka dan ha  خ

 Dâl D De د

Żâl Ż żet  de g ذ    titi  di  t  s  

 râ‟ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd    es (dengan titik di bawah)   ص

 âd    de (dengan titik di bawah)   ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟    zet (dengan titik dibawah)   ظ

i „ ع   „ koma terbalik (di atas) 

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ھ
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 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis 

rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بھنّ

 

C. Ta’ Marbuŝah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

Ditulis   i   h حكمة  

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bil  dii uti  de g     t  s   d  g „ l‟ sert  b c     e du  itu 

terpisahh maka ditulis dengan h. 
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ءكرامةالأولیا  Ditulis Karâmah al- ul iyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟   rbut h hidup  t u de  g   h r   t f th h,   sr h 

dan dammah ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

ٙ  

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l   

ַ  

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żu ir  

ُ 

 یذھب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Y ż h bu  

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 F t h h  + y ‟   t i Ditulis Â 
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 ditulis Tansâ تنسى

3 

 

K s r h + y ‟   t i 

 تفصیل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafṣ îl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

 s  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  y ‟   t i 

 الزھیلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

Ditulis A‟  t أأنتم u  

 Ditulis  ‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟i  syakartum لئنشكرتم
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf “l”   

  Ditulis Al-Qur‟â القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القیاس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan 

huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

  Ditulis Ż     l-fur d ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أھلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan kehendak Allah SWT 

kepada makhluk-Nya, yaitu manusia yang bertujuan untuk 

mengangkat derajatnya. Perkawinan bukan memenuhi 

kebutuhan biologis semata, akan tetapi merupakan suatu 

ikatan antara dua makhluk yang berbeda latar kehidupan, 

watak, dua keluarga yang berbeda kebiasaan dan 

merupakan simbol kesiapan sepasang anak Adam untuk 

mengarungi samudra kehidupan1. Dalam fase perkawinan 

nanti, sepasang suami istri dituntut untuk bisa menjadi 

partner yang mampu menjadi rekan kerjasama demi 

tercapainya keluarga yang sakinah.. 

Al-Quran menjelaskan bahwa perkawinan adalah 

satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (Miśaqan 

Gal    n ).2 Kenyamanan dan ketentraman dalam rumah 

tangga dapat tercapai diantara keduanya apabila terdapat 

kerjasama yang kompak, selaras dan seimbang. Seorang 

Suami dan istri harus saling menyayangi, mengasihi serta 

saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Hal 

tersebut harus ada dalam setiap diri seorang suami dan 

istri, jika tidak maka akan sangat sulit untuk kedepannya 

                                                           
1 Gus Yusuf Chudlori, Baity Jannati Membangun Keluarga Sakinah, 

Cet 1 (Surabaya : Khalista 2009), hlm. 6. 
 
2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 dilengkapi 

perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta : Academia & 
Tazzafa, 2005), hlm. 24. 
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mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sikap 

arogan dan emosional yang tidak bias dikendalikan, dapat 

menjadi ancaman yang menakutkan saat baru membangun 

rumah tangga. 

Keluarga merupakan gambaran kecil suatu 

masyarakat. Adanya suami dan istri dalam sebuah rumah 

tangga sangat berdampak terhadap pembentukan 

masyarakat di sekelilingnya. Oleh karenanya, seorang 

suami dan istri mengemban suatu kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai 

salah satu unsur susunan dalam masyarakat. Agama Islam 

telah mengatur terkait dengan pelaksanaan kewajiban 

suami istri dalam rumah tangga, di antaranya adalah 

kewajiban suami membrikan nafkah kepada keluarganya.3 

Dalam ajaran Islam salah satu syarat menikah 

adalah kedua calon mempelai sudah baligh, yaitu bagi 

perempuan sudah menstruasi dan bagi laki-laki sudah 

i  tilâm.  Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia 

menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai 

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Membina keluarga yang 

                                                           
3 Dwi Rahmanta, “Konsekuensi Yuridis H rt  Bers m  Ter  d p 

Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan UU 
No. 1 T  un 1974” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009), hlm. 5. 

 
4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 
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sakinah, mawaddah  dan rahmah bukan persoalan yang 

mudah, suami dan istri sebelumnya harus mempunyai 

bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, 

akhlak dan moral yang benar sertamenyiapkan mental 

untuk menghadapi segala hambatan dalam rumah tangga.  

Peraturan tentang batasan usia minimal menikah 

diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Undang-undang 

Perkawinanyang berbunyi: 

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki 

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun 

dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun.”5 

Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan telah diberlakukan selama 44 tahun, 

yang kemudian disusul dengan terbitnya Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, 

tetapi masih banyak pelanggaran pernikahan yang masih 

terjadi. Salah satu pelanggaran mengenai hal ini adalah 

kasus-kasus pernikahan usia anak. Sebagai saatu peristiwa 

hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa 

tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat 

manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan 

cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah 

                                                           
5 Undang-undang Perkawinan bab 2 Pasal 7 Ayat 1. 
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dewasa.6 Berdasarkan pada pasal 7 Undang-undang 

Perkawinan, maka setiap orang yang hendak 

melangsungkan perkawinan harus sudah memenuhi usia 

diperbolehkan menikah. 

Aturan tentang batasan usia menikah yang yang 

berlaku di Dusun Macanmati untuk pengantin laki-laki 

minimal usia menikah 21 tahun sedangkan perempuan 18 

tahun. Peraturan ini diharapkan bisa menekan terjadinya 

pernikahan dini yang masih sering terjadi, terutama di 

daerah Gunungkidul. Selain untuk menekan angka 

pernikahan dini, peraturanini ditetapkan supaya remaja di 

Dusun Macanmati lebih bisa memanfaatkan masa 

mudanya untuk berkarya dalam berbagai hal yang bersifat 

positif. 

Batasan minimal usia menikah di Dusun 

Macanmati berlaku untuk seluruh masyarakat 

Macanmati.Adanya perkawinan di lingkungan Macanmati 

harus disertai dengan izin yang diberikan oleh kepala 

padukuhan selaku pemegang jabatan tertinggi. Perarturan 

tersebut dapat dihapuskan apabila ada sesuatu yang 

mengharuskan kepala dukuh untuk mengizinkan 

perkawinan dibawah umur, misalnya karena hamil di luar 

nikah. Izin tersebut diberikan untuk mengindari hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti anak dalam kandungan yang 

                                                           
6Usia dewasa yang ditetapkan perundang-undangan di Indonesia 

sangat bervariasi. Dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974, 
syarat mendapat izin perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 
untuk perempuan. Kemudian ditegaskan dalam KHI pasal 15 ayat (1) 
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tidak mempunyai ayah, maka nanti akan berdampak pada 

akta kelahiran dan pemberian hak warisnya. 

Berlakunya aturan di Padukuhan Dusun 

Macanmati tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia dan hukum Islam tentang batas 

minimal usia menikah. Hal inilah yang ingin penulis kaji 

lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-

undang Perkawinan terhadap praktik penentuan usia 

minimal perkawinan di Padukuhan Dusun Macanmati 

dengan menggunakan teori Maqâshid asy-Sy ri‟   Imam 

al-Syatibi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan perangkat 

dukuh dalam menentukan aturan usia minimal 

perkawinan di Padukuhan Macanmati yang 

berlawanan dengan Undang-undang Perkawinan? 

2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap 

aturan usia minimal perkawinan di Padukuhan 

Macanmati? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : 

a. Penulis inginmenela‟ah lebih dalam tentang 

bagaimana dasar dan pertimbangan perangkat 
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dukuh dalam menentukan aturan usia minimal 

perkawinan di Dusun Macanmati. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan normatif yuridis 

terhadap dasar dan pertimbangan perangkat dukuh 

dalam menentukan aturan usia minimal 

perkawinan di Dusun Macanmati.. 

2. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang 

dampak positif dan negatif menikah padausia dini. 

b. Menambah keilmuan masyarakat tentang 

pentingnya berkarya dan meraih mimpi di usia 

muda. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan memberikan 

tambahan wacana guna pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu yang 

berkaitan dengan hukum keluarga Islam pada 

khususnya. 

D. Telaah Pustaka 

Hasil penelusuran karya ilmiah yang ada, penulis 

menemukan beberapa buku dan karya ilmiah yang 

membahas seputar pernikahan dini, antara lain: 

Pertama, skripsi karya Mohammad Badrun Zaman 

yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam 

Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum 
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Islam”.7 Jenis penelitian ini ialah field research yang 

bersifat deskriptik analitik.  Dalam karya ilmiahnya, 

Mohammad Badrun Zaman menyebutkan beberapa upaya 

desa krambilsawit dalam meminimalisir praktek 

pernikahan dini di desanya, diantaranya yaitu : 1). 

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak 

menikah pada usia dini. 2). Mempersulit perizinan 

melakukan pernikahan dini baik dari desa maupun 

kelurahan. 3). Melarang calon mempelai yang belum 

masuk kategori usiaproduktif untuk melangsungkan 

pernikahan. 

Kedua, skripsi karya Nurul Hasanah yang berjudul 

“Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan 

keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-

Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)”.8 Penulis 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif analitik dalam melakukan 

penelitian ini. Dalam karya ilmiah ini, penulis 

memaparkan hasil wawancara dengan para responden 

                                                           
7 Mohammad Badrun Zaman,“Upaya Pemerintah Desa dalam 

Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa 
Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013-
2014),  Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 
8 Nurul Hasanah yang berjudul “Pernikahan dini dan pengaruhnya 

terhadap keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan 
Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2012. 
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kiai-kiai yang tiga diantaranya menyatakan bahwa 

pernikahan dini adalah pernikhan yang dilakukan oleh 

perempuan yang usianya dibawah 16 tahun dan laki-laki 

dibawah 19 tahun, sedangkan 1 responden menyatakan 

pernikahan dini ialah seseorang yang menikah pada usia 

sekolah atau pada umur seseorang produktif mencari ilmu 

atau masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada 

orang tua. 

Ketiga, yaitu skripsi karya Iip Adinata yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di 

Indonesia”.9 Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan 

pendekatan normative sosiologis. Data yang ditemukan 

menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam Islam tidak 

pernah diatur, tetapi Islam hanya mengatur tentang 

batasan kedewasaan dalam perkawinan. Sementara dalam 

hukum perkawinan di Indonesia, telah diatur tentang 

usiaperkawinan yang berarti adanya larangan menikah 

usia dini, meskipun nantinya ada dispensasi dalam 

pernikahan dini. 

Keempat adalah skripsi karya Yasir yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan 

Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus  

                                                           
9 Iip Adinata “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut 

Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2011. 
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Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten 

Sumenep Madura)”.10 Penulis menggunakan metode 

pustaka research untuk memecahkan permasalahan ini. 

Dalam karya ilmiahnya, penulis menguraikan pendapat 

dari Quraish Shihab tentang indikator untuk membangun 

keluarga yang  sakinah, diantaranya adalah : 1) setia 

terhadap pasangan. 2) menepati janji. 3) menjaga nama 

baik. 4) berpegang teguh kepada agama. Pendapat dari 

Hawari, keluarga yang tidak religious atau keluarga yang 

komitmen agamanya lemah, memiliki resiko empat kali 

untuk tidak bahagia dalam biduk rumah tangganya, 

bahkan kemungkinan besar akan berakhir pada 

perceraian. 

Kelima adalah skripsi karya Sugeng Yuliono yang 

berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap 

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus 

Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten 

Gunungkidul)”.11 Skripsi ini menggunakan metode field 

research. Dalam karya ilmiahnya, penulis memaparkan 

secara jelas beberapa dampak yang diakibatkan oleh 

pernikahan dini. 
                                                           

10 Yasir “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan 
Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus  Di Desa Banjar Barat 
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura),”Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

 
11 Sugeng Yuliono yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini 

Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Desa 
Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul).” Skripsi tidak 
diterbitkan,  Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2015.  
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Setelah mengkaji dan meneliti beberapa karya 

ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan dini, penulis 

hanya menemukan satu karya ilmiah yang dirasa 

mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yang akan di 

bahas dalam karya ilmiah ini, yaitu skripsi karya 

Muhammad Badru Zaman yang berjudul Upaya 

Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini 

Perspektif Hukum Islam. Karya Muhammad Badru 

Zaman hanya menjelaskan upaya dalam meminimalisir 

praktetk pernikahan dini perspektif hukum Islam tanpa 

disertai dengan analisis yuridis serta dasar dan 

pertimbangan dari pemerintah desa tersebut.Perbedaan 

dengan penelitian ini, penelitian ini juga menjelaskan 

upaya meminimalisir praktek pernikahan dini dalam 

perspektif yuridis yang disertai dengan dasar dan 

pertimbangan dari Pemerintah Desa. 

E. Kerangka Teori 

Perkawinan dibangun oleh seorang suami dan istri 

atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya, yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam nash Al 

Qur‟ān maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam 

Islam, sebenarnya tidak ada batasan usia minimal 

menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Hal itu 

bertujuan memberi kebebasan pada manusia untuk 

mengatur batasan minima menikah. Namun, Islam hanya 

membatasi dengan mengemukakan syarat-syarat yang 
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tentunya harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin. 

Allah SWT berfirman : 

ٌىا تهواب ُّكبح فئ ُهى زشدا فآَ انيتبيى حتَّى إِذا بهغىا ان فؼىا بدستى ي

ٌْ يكبسوا ۚ ويٍ كبٌ غيًُّب ازبدب ولا تأْكهىهب إسِسافۖ و انهىىإِنيهى أَي ا أَ

ى إِنيهى تذا دفؼئِبنًؼسوف ۚ فب ٌ فقيسا فهيَأْكمبؼفف ۖ ويٍ كتفهيس

ّه حسيبىأَي 12بانهى فأَشهدوا ػهيهى ۚ وكفىٰ ببنه  
Islam tidak membenarkan semua bentuk 

perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur 

kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, 

pemaksaan dan penindasan.13 Upaya pemenuhan sesuatu 

yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi 

kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi 

seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini 

yang disebut dengan kemaslahatan.14 

 Perangkat dukuh dalam membuat suatu aturan 

yang memuat norma-norma bertujuan untuk menjamin 

kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat, baik 

dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan 

sesama manusia. Kemaslahatan yang hendak 

direalisasikan Allah melalui sistem hukum Islam 

                                                           
12 an-Nisâ‟ : 6 

13 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, ( Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 13. 

14 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, cet.2, (Bandung: Mizan, 1994), 

hlm. 185. 
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meliputi pemeliharaan limafaktor kepentingan asasi 

manusia (Maqâsid asy- Sy r‟iah), yaitu pemeliharaan 

agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta 

kekayaan. Maka semua hal yang mengarah kepada 

limafaktor itulah yang disebut “m s la  a  ”. 

Di Indonesia, usia menjadi hal utama yang harus 

diperhatikan sebelum menikah. Perundang-undangan di 

Indonesia mengatur usia minimal untuk melangsungkan 

perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 

bagi perempuan.15 Namun bagi seseorang yang belum 

mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua 

orang tua.16 Selanjutnya bagi yang belum mencapai usia 

minimal perkawinan, tetap dapat melangsungkan 

perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah, seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2)17 yang berbunyi : 

“dalam hal penyimpangan Ayat (1) Pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain 

                                                           
15 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

Ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki 
mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 
16 (enam belas) tahun. 
 

16 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 
Ayat (2) yang berbunyi : untuk melangsungkan perkawinan seorang yang 
belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari 
kedua orang tua. 
 

17 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 
Ayat (2) yang berbunyi : dalam hal penyimpangan Ayat (1) Pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh 
kedua orang tua pihak laki-laki atau perempuan. 
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yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau 

perempuan” 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses 

sistematis untuk memecahkan masalah dengan dukungan 

data sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan.18 

Untuk itu, dalam proses penelitian diperlukan sebuah 

metode khusus untuk memudahkan jalannya penelitian 

dan memperoleh hasil yang memuaskan. Metode 

penelitian merupakan seperangkat cara yang dipilih 

sekaligus digunakan seorang peneliti dengan 

mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk, isi dan sifat 

sebagai subjek kajian.19Adapun proses dan langkah-

langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(Field Research) artinya adalah dalam proses 

pengumpulan data penulis mengumpulkan fakta-fakta 

dilapangan yang menjadikan rujukan untuk penelitian 

ini.20 Penulis melakukan penelitian dan memperoleh 

                                                           
18 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), hlm. 1 
 
19 Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, 

Model, Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 8 
 
20 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87. 
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data melalui wawancara. Sumber informasi didapat 

melalui wawancara dengan pemuka desa, yaitu Kepala 

Dukuh beserta jajarannya. Wawancara dilakukan di 

Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan 

Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat preskriptif. Data yang 

diperoleh adalah dari metode pengumpulan data 

kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap 

suatu masalah dengan menganalisa permasalahan 

tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu permasalahan.21 

Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjelaskan 

terkait bagaimana aturan usia minimal menikah di 

Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan 

Panggang, Kabupaten Gunungkidul apakah telah 

sesuai dengan Maqâsid asy-Sy ri‟   yang dapat 

membawa masyarakat kepada kemashlahatan dan 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Pengumpulan Data 

Penentuan metode pengumpulan data tergantung 

pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada 

                                                                                                                               
 
21 Noer Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Reka 

Sarasin, 2002) hlm. 62 
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umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa metode, baik yang bersifat alternative 

maupun kumulatif yang saling melengkapi.22 

a. Interview 

Interview merupakan metode pengumpulan 

data atau informasi dengan cara tanya jawab 

sepihak, dikerjakan secara sistematik dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian23. Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 

narasumber antara lain Kepala Padukuhan 

Macanmati maupun anggotanya yang keseluruhan 

berjumlah 5 orang. Kegiatan wawancara dilakukan 

dengan cara menyiapkan bahan pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, terutama berupa 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.24 

                                                           
22 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 

Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet.ke-1, )Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001), hlm. 65-66. 

 
23Arif Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian 

Sosial, (Yogyakarta : Andi, 2006), hlm. 97. 
 
24Madyana, Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta: Univrsitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), hlm. 131. 
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Dalam dokumentasi ini, penulis berusaha untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada 

dokumen-dokumen, literatur-literatur dan catatan-

catatan yang ada seperti ketentuan perundang-

undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen 

yang lain yang berkaitan dan mendukung proses 

penelitian ini. 

c. Observasi  

Observasi merupakan pengambilan data secara 

langsung tanpa adanya bantuan alat untuk 

keperluan yang diteliti.25 Sebelum ke pokok 

pembahasan, maka penyusun berusaha untuk 

melakukan pengamatan di tempat penelitian guna 

memperoleh hal-hal yang mendukung awalnya 

suatu proses penelitian yaitu berupa gejala-gejala 

yang ada di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, 

Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. 

4. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah ketua 

padukuhan Macanmati dan anggotanya, sedangkan 

obyek penelitian ini adalah perspektif hukum 

Islam dan hukum positif terhadap usia minimal 

perkawinan di Dusun Macanmati, Desa 

                                                                                                                               
 
25 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 175. 
 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



17 
 

 
 

Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten 

Gunungkidul, Yogyakarta. 

5. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis 

menggunakan Pendekatan normatif yuridis, yaitu 

suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap 

pantas.26 Penelitian ini didasarkan pada al-Qur‟an, 

H ad  , Fikih serta perundang-undangan yang 

berkaitan dengan persoalan yang dibahas. 

6. Analisis Data 

Analisis data berfungsi untuk 

menginterprestasikan data-data yang ada 

kemudian dianalisis dengan metode kualitatif 

yaitupenelitian yang dimaksudkan untuk 

mengungkap secara holistic-kontekstual (secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa 

adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami 

sebagai sumber langsung dengan instrument kunci 

penelitian itu sendiri.27 Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan 

                                                           
26 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 18 
 
27Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 

2011), hlm. 64. 
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metode berfikir induktif, yaitu mulai dari fakta, 

realita gejala, masalah yang diperoleh melalui 

suatu observasi khusus kemudian peneliti 

membangun pola-pola umum.28 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

 Bab Pertama, berisi pendahuluan yaitu untuk 

menentukan pembahasan hasil penelitian secara 

menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat latar 

belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah 

dirumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan 

dan kegunaan penelitian supaya penelitian mempunyai 

arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin 

dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Kemudian 

dipaparkan telaah pustaka yang bertujuan untuk 

menerangkan bahwa masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, adapun 

kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus 

sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa 

data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik 

yang digunakan ketika penelitian, kemudian sistematika 

pembahasan bertujuan sebagai pedoman untuk 

mengarahkan pembaca kepada pokok penelitian. 

                                                           
28J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, 

Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121. 
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Bab Dua, menguraikan tentang praktik penentuan 

usi minimal perkawinan di Dusun Mcanmati sesuai 

dengan Undang-undang yang berlaku dan tinjauan hukum 

Islam dan undang-undang perkawinan terhadap batasan 

minimal usia perkawinan. Dalam hal ini akan membahas 

tentang usia perkawinan menurut undang-undang di 

Indonesia dan usia perkawinan dalam Islam. 

Bab Tiga, pada bab ini membahas tentang 

gambaran umum padukuhan Macanmati sertadasar dan 

pertimbangan yang digunakan perangkat dukuh dalam 

menentukan usia minimal perkawinan diDusun 

Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, 

Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 

Bab Empat, merupakan analisis hukum Islam dan 

undang-undang perkawinan terhadap dasar dan 

pertimbangan Perangkat Dukuh dalam menentukan usia 

minimal perkawinan di Dusun Macanmati Desa 

Girimulyo Kecamatan Panggang Gunungkidul 

Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya analisis ini dapat 

memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang sebab-

sebab adanya aturan tentang batasan minimal usia 

perkawinan yang diperbolehkan di Dusun Macanmati, 

sehingga mampu meminimalisir tindakan orang tua yang 

ingin menikahkan putrinya di usia remaja atau menjelang 

dewasa yang pada dasarnya belum seharusnya melakukan 

pernikahan, yang dapat pula berdampak buruk terhadap 

perkembangan psikologi anak tersebut serta untuk 
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mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik untuk 

generasi penerus bangsa.  

Bab Lima, pada bab ini merupakan penutup dari 

pembahasan-pembahasan tersebut sebagai akhir dari 

penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan secara 

komperhensif tentang segala hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini, maka selanjutnya pada bab ini penulis 

mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai hasil akhir, 

yaitu : 

1. Dasar yang digunakan dalam praktik penentuan usia 

perkawinanadalah Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak  pasal 1, 26, 78, dan 

88. Selain itu jumlah perceraian yang tinggi juga 

menjadi dasar praktik penetapan usia perkawinan. 

Jumlah pengajuan perceraian di Pengadilan Wonosari 

selama 2011-2017 mencapai 8.666 kasus. 

2. Dasar dan pertimbangan perangkat Dukuh dalam 

menetapkan usia minimal perkawinan di Dusun 

Macanmati menurut penulis secara normative telah 

sesuai dengan maqasid syari‟ahSyatibi, dengan 

mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari 

perkawinan pada usia anak, baik dari sisi pendidikan 

maupun kesehatan. Namun secara yuridis, penetapan 

usia minimal perkawinan 18 tahun bagi perempuan dan 

21 tahun bagi laki-laki adalah melanggar hak seseorang 

untuk menikahkarena batas minimal boleh 

melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun untuk 
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perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sesuai dengan 

pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974.  

B. Saran 

1. Sebagai salah satu dusun yang berperan aktif 

mencegah pernikahan usia anak, diharapkan lebih 

banyak lagi memberikan kegiatan-kegiatan positif 

kepada masyarakat khususnya usia remaja supaya 

mempunyai kegiatan yang dapat mengembangkan  

melatih soft skill nya 

2. Selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada 

seluruh masyarakat Dusun Macanmati, karena nilai 

moral, akhlak merupakan pondasi utama keimanan 

seseorang dalam menjalani kehidupan yang tidak 

terlepas dari masalah. 

3. Membuka layanan konsultasi keluarga kepada 

masyarakat Dusun Macanmati. Diharapkan dengan 

adanya konsultasi keluarga,  masyarakat yang 

mempunyai masalah dengan keluarganya akan 

mendapatkan solusi terbaik. 

4. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus berperan 

aktif terhadap perlindungan kepada anak-anak. Harus 

ada kepedulian kepada anak-anak yang dilanggar hak-

haknya, karena anak adalah masa depan suatu bangsa 

sehingga harus di jaga dan di lindungi. Selain itu, 

peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

sebagai pengawas sangat penting terhadap proses 

perkembangan anak-anak. 
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5. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah 

setempat mengenai Undang-undang nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak dan memberikan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa 

pernikahan di bawah umur hanya merugikan anak-

anak. 
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